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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA 

PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM 

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  

 

PEMBAGIAN WEWENANG 

PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  

 

No. Kegiatan 
Sektor Sumber 

Daya Air 

Sektor Jalan dan Jembatan 
Sektor 

Perumahan 
Sektor 

Permukiman 
Sektor Jalan 

Tol 
Sektor Jalan 

Non Tol 
1.    Penyusunan 

Rencana Strategis 
PUPR dan Visium 
PUPR 

 
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

2.    Penyusunan 
Rencana Strategis 

Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air 

Direktorat 
Jenderal Bina 
Marga  

Direktorat 
Jenderal Bina 
Marga 

Direktorat 
Jenderal 
Perumahan 

Direktorat Jenderal 
Cipta Karya 

3.    Penyusunan 
Rencana Umum 
KPBU  

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

4.    Studi 
Pendahuluan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
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No. Kegiatan 
Sektor Sumber 

Daya Air 

Sektor Jalan dan Jembatan 
Sektor 

Perumahan 

Sektor 

Permukiman 
Sektor Jalan 

Tol 
Sektor Jalan 

Non Tol 
5.    Penyiapan 

Dokumen Prastudi 
Kelayakan 

Direktorat 
Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

Badan 
Pengatur 
Jalan Tol 

Direktorat 
Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Direktorat 
Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

Direktorat Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

6.    Penetapan Lokasi 
Proyek KPBU 

Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air 

Direktorat 
Jenderal Bina 
Marga  

Direktorat 
Jenderal Bina 
Marga 

Direktorat 
Jenderal 
Perumahan 

Direktorat Jenderal 
Cipta Karya  

7.    Penjajakan Minat 
Pasar 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

8.    Pengadaan Badan 
Usaha Pelaksana 

Direktorat 
Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

Badan 
Pengatur 
Jalan Tol 

Direktorat 
Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan 
Umum dan 
Perumahan 

Direktorat 
Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

Direktorat Jenderal 
Pembiayaan 
Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 

9.    Penandatanganan 
Perjanjian KPBU 
  

Direktorat 
Jenderal Sumber 
Daya Air 

Badan 
Pengatur 
Jalan Tol 

Direktorat 
Jenderal Bina 
Marga 

Direktorat 
Jenderal 
Perumahan 

Direktorat Jenderal 
Cipta Karya 

10.  
  

Pemenuhan 
Pembiayaan 
 
  

Badan Usaha Pelaksana  
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No. Kegiatan 
Sektor Sumber 

Daya Air 

Sektor Jalan dan Jembatan 
Sektor 

Perumahan 

Sektor 

Permukiman 
Sektor Jalan 

Tol 
Sektor Jalan 

Non Tol 
11.  

  
Pelaksanaan 
Perjanjian 
Kerjasama  

Badan Usaha Pelaksana  

Direktorat 
Jenderal Sumber 

Daya Air 

Badan Pengatur 
Jalan Tol 

Direktorat 
Jenderal Bina 

Marga 

Direktorat 
Jenderal 

Perumahan 

Direktorat 
Jenderal Cipta 

Karya 
 

  

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
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M. BASUKI HADIMULJONO 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG  

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA 

PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM 

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  

 

BAGAN ALIR PELAKSANAAN KPBU ATAS PRAKARSA PEMERINTAH 

 

A. Bagan Alir Tahap Pelaksanaan KPBU Atas Prakarsa Pemerintah 

UNOR PERENCANA
UNIT ORGANISASI 

TEKNIS
DIREKTORAT JENDERAL SIMPUL KPBU MENTERI

*Penyusunan Rencana KPBU 5 Tahunan (Tahap 3), akan disesuaikan setiap tahunnya untuk mengakomodasi usulan Proyek KPBU baru.

Proses Pengusulan Jenis Infrastruktur KPBU PUPR baru (sesuai Pasal 2 ayat 3)

OUTPUT

TAHAP PERENCANAAN KPBU ATAS PRAKARSA PEMERINTAH

PROYEK KEWENANGAN KEMENTERIAN PUPR 

KEMENTERIAN PUPR

BAPPENAS

Penyusunan 
Rencana Strategis

Koordinasi

Tidak 
Sesuai

Sesuai

Penyampaian 
Usulan KPBU

Penyeleksian dan 
penilaian terhadap 

usulan KPBU

Lanjut

Penyusunan 
Rencana Umum 

KPBU 

Daftar Isian 
Kesesuaian

Koordinasi

Penetapan
Proyek KPBU

Tidak 
Lanjut

Penyusunan Daftar 
Rencana KPBU 

Daftar Proyek KPBU 
PUPR - Kementerian 

PUPR

Dokumen Studi 
Pendahuluan

Dokumen Rencana 
KPBU 5 Tahunan

Dokumen Rencana 
Strategis Unit Eselon I

Dokumen Rencana 
Strategis Kementerian 

PUPR

Daftar Rencana KPBU 
BAPPENAS

Penyusunan 
Studi 

Pendahuluan  

Penyusunan 
Rencana Strategis 

Kementerian  
PUPR dan Visium 

PUPR

Hasil Penilaian 
terhadap Usulan 

KPBU

1

2

3

5

7

10
11

Penyusunan 
Rencana Anggaran 

Dana setiap 
Tahapan KPBU

4

12

Konsultasi Publik

6

Koordinasi

Usulan Penetapan 
KPBU

8 9

Penyampaian usulan 
awal jenis 

Infrastruktur KPBU 

Tidak Sesuai

Sesuai

Penyampaian 
usulan final jenis 

Infrastruktur KPBU 
PUPR baru

Evaluasi usulan jenis 
Infrastruktur KPBU 

PUPR baru

Persetujuan usulan 
jenis Infrastruktur 
KPBU PUPR baru

Finalisasi usulan 
jenis Infrastruktur 
KPBU PUPR baru

Cek 
kesesuaian 

regulasi

Penyusunan 
Rencana Anggaran 

Dana setiap 
Tahapan KPBU

4
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UNIT ORGANISASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL TIM KPBU SIMPUL KPBU MENTERI

TAHAP PENYIAPAN KPBU ATAS PRAKARSA PEMERINTAH

PROYEK KEWENANGAN KEMENTERIAN PUPR

KEMENTERIAN PUPR

PIHAK LAIN BAPPENAS OUTPUT

Kajian Awal Pra Studi 
Kelayakan

Koordinasi

Penyusunan
Rekomendasi  Dukungan 

Pemerintah 

Permohonan 
Dukungan Pemerintah 

Penyusunan Izin 
Lingkungan

Izin Prinsip Jaminan 
Pemerintah

Persetujuan  Prinsip 
Dukungan Pemerintah

Penyiapan Dokumen Pengadaan 
Tanah 

Penyiapan AMDAL / UKL/UPL 
dan permohonan izin 

lingkungan (bila diperlukan)

Setuju

Tidak Setuju

Penyusunan Kajian Akhir 
Prastudi Kelayakan

Pengajuan 
Penetapan 

Lokasi/Pembebasan
Lahan

Penetapan Pemberian 
Dukungan Pemerintah 

dalam Bentuk Dukungan 
Kelayakan dan Fasilitas 

Penyiapan dan Transaksi 

Penetapan Pemberian 
Jaminan Pemerintah 

oleh BUPI

Evaluasi 
Permohonan 

Dukungan 
Pemerintah 

Pengajuan Dukungan Kelayakan 
Pemerintah

Pengajuan Jaminan Pemerintah

Koordinasi
Kajian Akhir Pra Studi 

Kelayakan

Penjajakan Minat Pasar proyek 
KPBU BA Penjajakan Minat 

Pasar

Dokumen 
AMDAL/UKL/UPL

Dokumen Pengadaan 
Tanah

Penyusunan Kajian Awal 
Prastudi Kelayakan

2

3

Koordinasi

Koordinasi

Koordinasi

Penyusunan
Rekomendasi  Jaminan 

Pemerintah

Permohonan Jaminan 
Pemerintah

Evaluasi 
Permohonan 

Jaminan 
Pemerintah 

Tidak Setuju

Setuju

Koordinasi

1

2
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UNIT ORGANISASI TEKNIS DIREKTUR JENDERAL PANITIA PENGADAAN TIM KPBU SIMPUL KPBU MENTERI

 

TAHAP TRANSAKSI KPBU ATAS PRAKARSA PEMERINTAH

PROYEK KEWENANGAN MENTERI PUPR 

OUTPUTBADAN USAHA PELAKSANA

KEMENTERIAN PUPR

Koordinasi

Prakualifikasi
Pengadaan Badan 
Usaha Pelaksana

Pelaksanaan 
Pemenuhan 
Pembiayaan

Penandatanganan 
Perjanjian KPBU

Koordinasi

- Berita Acara Konfirmasi 
Minat Pasar
- Jadwal Pengadaan dan 
Rancangan Pengumuman
- Dokumen Pengadaan

- Berita Acara Prakualifikasi
- Penetapan shortlist 

- Berita Acara Hasil 
Pelelangan (BAHP)

- Dokumen Perjanjian 
kerjasama
- Dokumen Perjanjian 
Penjaminan (bila diperlukan)
- Dokumen Perjanjian Regres 

(bila diperlukan)

8

4

Pemilihan Badan 
Usaha Pelaksana

5

Persiapan 
Pengadaan

Penetapan 
Pemenang

6
Penerbitan Surat 
Pemenang Lelang

Persiapan 
Penandatanganan 
Perjanjian KPBU

Koordinasi

7

Konsultasi Pasar

2

Pemenuhan 
Persyaratan sesuai 
dengan Peraturan 

Perundang-Undangan

3

Koordinasi

-Pengelolaan 
BMN/BMD
-Penetapan Lokasi
-Perizinan

9

Koordinasi

Koordinasi

Koordinasi

Koordinasi

Koordinasi

1

Penandatanganan 
Perjanjian KPBU

8

- Surat Penetapan 
Pemenang Lelang
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UNIT ORGANISASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL TIM PENGENDALI SIMPUL KPBU TIM KPBU

Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU

TAHAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ATAS PRAKARSA PEMERINTAH

PROYEK KEWENANGAN MENTERI PUPR 

PIHAK LAIN OUTPUT

KEMENTERIAN PUPR

Persiapan Pengendalian

Penyusunan Dokumen 
Petunjuk Pengendalian 

Perjanjian KPBU

Pembentukan / 
Penunjukan Tim 

Pengendali

Pengumpulan dokumen yang 
dihasilkan pada tahap 

perencanaan, penyiapan, dan 
transaksi proyek KPBU

Koordinasi

1

2

Koordinasi

Koordinasi

Pelaksanaan Pengendalian 
perjanjian KPBU pada masa 

konstruksi, masa penyediaan 
layanan, dan masa berakhirnya 

perjanjian KPBU

Memeriksa 
Dokumen Petunjuk

Pengendalian 
Perjanjian KPBU

Setuju

Tidak

Penetapan Dokumen Petunjuk 
Pengendalian Perjanjian KPBU

Pelaporan mengenai hasil 
pelaksanaan Perjanjian KPBU

Pelaksanaan kegiatan terkait 
pelaksanaan pemenuhan 

pembiayaan

3

6

5

4

7

Koordinasi

Koordinasi

Surat Keputusan

Rancangan Dokumen 
Petunjuk Pengendalian 
Perjanjian KPBU

Dokumen Petunjuk 
Pengendalian Perjanjian 
KPBU

Laporan Hasil Pelaksanaan 
Perjanjian KPBU

Inventarisasi Dokumen 
yang dihasilkan pada 
Tahap Perencanaan, 
Penyiapan dan Transaksi 

Koordinasi
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B. Bagan Alir Pengajuan Dukungan Pemerintah 

DIREKTORAT JENDERAL MENTERI

 

TATA CARA PENGAJUAN DUKUNGAN KELAYAKAN

OUTPUTMENTERI KEUANGANKOMITEPANITIA PENGADAAN

KEMENTERIAN PUPR

Penyusunan Prastudi 
Kelayakan

Persetujuan Prinsip

Evaluasi Usulan 
Persetujuan Prinsip 

Dukungan Kelayakan 
(UPPDK)

Prakualifikasi
Pengadaan Badan 
Usaha Pelaksana

Evaluasi Usulan 
Persetujuan 

Besaran Dukungan 

Kelayakan 
(UPBDK)

Permohonan  
Rekomendasi Besaran 
dan Waktu Pencairan 
Dukungan Kelayakan

Permohonan 
Rekomendasi

Dukungan Kelayakan

Persetujuan Besaran 
Dukungan Kelayakan

Pengadaan Badan 
Usaha Pelaksana

Evaluasi Usulan 
Persetujuan Final 

Dukungan 
Kelayakan

Permohonan  
Rekomendasi Usulan 

Persetujuan Final 
Persetujuan Final 

Evaluasi 
Rancangan Dokumen 

Persetujuan 

Pemberian Dukungan

Permohonan  
Rekomendasi Besaran 
dan Waktu Pencairan 

Surat Persetujuan
Pemberian Dukungan

1

7

Sesuai

Tidak 
Sesuai

Sesuai

Tidak 
Sesuai

Tidak 
Sesuai

Sesuai

Sesuai

Tidak 
Sesuai

Pemberian 
Rekomendasi 
Besaran dan 

Waktu Pencairan 
Dukungan 
Kelayakan

Penerbitan Besaran 
Dukungan 
Kelayakan

Pemberian 
Rekomendasi

Dukungan 
Kelayakan

Penerbitan
Persetujuan 

Prinsip

Pemberian 
Permohonan  
Rekomendasi 

Persetujuan Final 
Dukungan 

Penerbitan
Persetujuan Final 

Dukungan 

Pemberian 
Rekomendasi 
Besaran dan 

Waktu Pencairan 

Penerbitan
Persetujuan 
Pemberian 
Dukungan 
Kelayakan

Permohonan Usulan 
Persetujuan Prinsip 

Dukungan Kelayakan 
(UPPDK)

Pengajuan Usulan 
Persetujuan Prinsip 

Dukungan Kelayakan 
(UPPDK)

2 3

4

Permohonan Usulan 
Persetujuan Besaran 
Dukungan Kelayakan 

(UPBDK)

Pengajuan Usulan 
Persetujuan Besaran 
Dukungan Kelayakan 

(UPBDK)

5 6

Permohonan Usulan 
Persetujuan Final 

Dukungan Kelayakan

Pengajuan Usulan 
Persetujuan Final 

Dukungan Kelayakan

Permohonan 
Rancangan Dokumen 

Persetujuan 
Pemberian Dukungan

Pengajuan Rancangan 
Dokumen Persetujuan 
Pemberian Dukungan

8

10

9

11
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C. Bagan Alir Pengajuan Penjaminan Pemerintah 

DIREKTORAT JENDERAL UNIT ORGANISASI MENTERI

*Finalisasi Usulan Penjaminan menyesuaikan Hasil Studi Kelayakan dan Draft Perjanjian KPBU

TATA CARA PENGAJUAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

KEMENTERIAN PUPR PT PENJAMINAN 

INFRASTRUKTUR INDONESIA
OUTPUT

Persiapan Awal 
Proses Penjaminan 

Proyek

Pengajuan Lembar 
Penyaringan Proyek

Penerbitan 
Konfirmasi 

Kelanjutan Proses

Evaluasi 
Penyaringan

Proyek

- Penetapan Proyek 
Prioritas
- Kelengkapan Tim 
Pelaksana Proyek
- Analisa biaya dan 

manfaat sosial

Melampirkan dokumen 
sebagai berikut:

Lanjut

Tidak 
Lanjut

Konfirmasi 

Penerbitan Surat 
Pernyataan Minat

1

2

3

Dokumen Usulan 
Penjaminan

Surat Pernyataan 

Finalisasi Struktur 
Penjaminan

Penyerahan Lembar 
Penyaringan Proyek

Lembar 
Penyaringan

Permohonan Usulan 
Penjaminan

Pengajuan Usulan 
Penjaminan

Evaluasi 
Permohonan 

Usulan 
Penjaminan

Penyerahan Draft 
Final Perjanjian KPBU

Pengusulan
Penjaminan 

Infrastruktur*

- Draft Final 
Perjanjian
Penjaminan
- Draft Final 
Perjanjian Regres
- Pernyataan 
Kesediaan

Lanjut

Tidak 
Lanjut

4 5

6

7

8

Koordinasi

 



jdih.pu.go.id 

D. Bagan Alir Pengajuan Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi 

Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur 

DIREKTORAT JENDERAL UNIT ORGANISASI TEKNIS MENTERI

TATA CARA PENGAJUAN FASILITAS UNTUK PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KPBU DALAM PENYEDIAAN 

INFRASTRUKTUR

KEMENTERIAN PUPR
OUTPUTMENTERI KEUANGAN

Penyusunan Dokumen 
Permohonan Fasilitas 

Permohonan Fasilitas

Pengajuan Dokumen 
Permohonan Fasilitas

Penerbitan Surat 
Persetujuan Fasilitas

Evaluasi 
Permohonan 

Fasilitas terhadap 
Kriteria

Penyusunan 
Kesepakatan Induk yang 

Memuat Prinsip dan 
Ketentuan Dasar 

Mengenai Penyediaan 
dan Pelaksanaan Fasilitas

Penandatanganan
Kesepakatan Induk

Sesuai

Tidak 
Sesuai

Surat Persetujuan 
Fasilitas

Koordinasi

Penandatanganan
Kesepakatan Induk

Penugasan Khusus 
BUMN (Jika 

pelaksanaan fasilitas 

1

2

3

4

5

6

77            

Dokumen 
Permohonan Fasilitas

Surat Keputusan 
Penugasan BUMN 

Penandatanganan 
Perjanjian 

Pelaksanaan Fasilitas

8

9

Dokumen yg Berisikan
Pemenuhan kriteria / 
persyaratan proyek 

Surat Pernyataan 
Kebenaran Isi Dokumen

Melampirkan dokumen 
sebagai berikut:

Kelengkapan
dokumen/kajian

Koordinasi

 

      

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

M. BASUKI HADIMULJONO 



jdih.pu.go.id 

LAMPIRAN III 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT  

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG  

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA 

PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM 

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  

 

BAGAN ALIR PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN 

USAHA (KPBU) ATAS PRAKARSA BADAN USAHA 

UNIT ORGANISASI TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL MENTERI
BADAN USAHA CALON 

PEMRAKARSA
PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PIHAK LAIN OUTPUT

TAHAPAN KPBU – ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

Tahap Inisasi

Tahap Penyiapan

Tahap Transaksi

- Surat Pernyataan Minat
- Laporan Keuangan
- Ringkasan Studi atau 

Prastudi Kelayakan

Persetujuan 
Penyusunan

Studi

Pengajuan usulan 
prakarsa dengan 

dokumen dan 
kelengkapannya

Surat Izin Prakarsa

1

Penyusunan Studi 
Kelayakan dan Pelaporan 
Hasil Studi Proyek KPBU 

Persetujuan 
Prakarsa

Penyiapan dan 
Pelaksanaan Proses 

Pelelangan

1. Dokumen Pendahuluan 
(Rencana kerja dan kriteria 
desain).
2. Kajian lingkungan hidup (KA 

ANDAL)
3. Kajian pengadaan tanah 
(DPPT)
4. Dokumen pemenuhan 
persyaratan prakualifikasi 
pengadaan BUP
5. Rencana dokumen 

9

8

5

- Surat Persetujuan Pemrakarsa

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Prakualifikasi
Pengadaan Badan 

Usaha

Permohonan Penjaminan 
Pemerintah

10

12
Dokumen Prakualifikasi 
(PQ)

Penetapan Panitia 
Pengadaan

11

Koordinasi

Evaluasi
Permohonan 

Dukungan dan/atau 
Penjaminan 
Pemerintah

Penetapan Pemberian 
Jaminan Pemerintah oleh 

Penetapan Pemberian 
Dukungan Pemerintah 

dalam Bentuk Dukungan 
Kelayakan

Izin Prinsip Jaminan 
Pemerintah

Persetujuan Prinsip 
Dukungan Pemerintah

Setuju

Tidak Setuju

Pengecekan
kesesuaian 

dengan 
rencana

3

Tidak Layak
Tidak

Ya

4

A

SK Panitia Pengadaan

Koordinasi

Evaluasi Studi Kelayakan

7
Koordinasi

Menerima Usulan prakarsa 
dan Surat Pernyataan 

Minat

2

Menerima Studi Kelayakan 
dan Pelaporan Hasil Studi 

Proyek KPBU

6
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*Perbaikan dokumen Studi Pendahuluan yang dianggap tidak layak maksimal dua bulan, apabila hasil perbaikan masih tidak layak maka akan diberikan surat penolakan sebagai Pemrakarsa dari Menteri.

**Dalam  melakukan evaluasi Studi Kelayakan, Menteri dapat melaksanakan konsultasi publik dan konsultasi minat pasar.

Persiapan 
Penandatanganan

Penandatangan 
Perjanjian Kerja Sama 

Pemenuhan  
Pembiayaan 

Pengadaan Badan Usaha 
Pelaksana dengan 

pemberian kompensasi 
berupa tambahan nilai, right 

to match, dan pembelian 

prakarsa

13

Penerbitan Surat 
Pemenang Lelang

Penetapan Pemenang 
Lelang

Berita acara 
Pelelangan dan 
penetapan pemenang

Penyusunan Dokumen 
Perjanjian Kerja Sama 

(PKS)

- Rancangan Dokumen 
Perjanjian Kerjasama
- Rancangan Dokumen 
Perjanjian Penjaminan
- Rancangan Dokumen 

Perjanjian Regres

14

16

17

18

Berita Acara Hasil 
Pelelangan

Koordinasi

- Dokumen Perjanjian 
Kerjasama
- Dokumen Perjanjian 
Penjaminan
- Dokumen Perjanjian 

Regres

A

Penandatangan 
Perjanjian Kerja Sama 

17

15
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